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Menimbang  :  a.  bahwa susu segar memiliki kandungan gizi yang masih 

utuh dan sangat tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan 

dan kecerdasan; 

    b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein 

hewani, mewujudkan kemandirian pangan, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu 

meningkatkan produksi susu nasional;  

   c. bahwa untuk meningkatkan produksi susu nasional 

diperlukan sinergi pelaku usaha; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Penyediaan dan Peredaran Susu; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

www.peraturan.go.id



2017, No.995 
-3- 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4002);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5356); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 85);  

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN 

DAN PEREDARAN SUSU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Susu adalah susu segar (raw milk) yang merupakan 

cairan yang berasal dari ambing (kelenjar susu) ternak 

perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara 

pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak 

dikurangi atau ditambah sesuatu apa pun dan belum 

mendapat perlakuan apa pun kecuali pendinginan. 

2. Susu Segar Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 

SSDN adalah Susu yang dihasilkan oleh Peternak, 

Koperasi dan perusahaan peternakan yang ada di wilayah 

negara Indonesia. 

3. Penyediaan Susu adalah serangkaian kegiatan 

pemenuhan kebutuhan Susu.  

4. Peredaran Susu adalah serangkaian kegiatan untuk 

memindahtangankan Susu. 

5. Pembesaran Pedet (Rearing) adalah pembesaran anak 

sapi betina sampai dengan dewasa kelamin (bunting). 

6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, 

baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 

diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, 

berproduksi dan berkembang biak. 

7. Kemitraan adalah kerja sama yang saling 

menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha 

kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan 

atau di bidang kesehatan hewan. 

8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara 

Indonesia yang melakukan usaha peternakan. 

9. Kelompok Peternak adalah kumpulan Peternak yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 
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kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, 

kesamaan komoditas dan keakraban untuk 

meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya. 

10. Gabungan Kelompok Peternak adalah kumpulan 

Kelompok Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan 

keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan 

usaha anggotanya. 

11. Koperasi adalah  badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 

yang melakukan kegiatan antara lain usaha peternakan 

dan/atau unit usaha pengolahan susu. 

13. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan 

kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan 

dan/atau kesehatan hewan. 

 

BAB II 

PENYEDIAAN  

 

Pasal 2 

(1) Penyediaan Susu untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dilakukan melalui: 

a. produksi dalam negeri; dan 

b. pemasukan dari luar negeri. 

(2) Ketentuan mengenai pemasukan dari luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur 

dengan Peraturan Menteri. 
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